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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Akad perkawinan dalam Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan 

ikatan suci (mîtsâqan ghâlîzân) yang terkait dengan keyakinan  dan keimanan 

kepada Allah swt. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah 

perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa 

abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya 

keluarga sejahtera (mawaddah warahmah) dapat terwujud.
1
 

Sebagaimana tujuan perkawinan dalam Islam, bukan semata-mata untuk 

kesenangan lahiriyah melainkan juga membentuk suatu lembaga yang kaum pria 

dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan yang tak senonoh, 

melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia serta 

memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk menciptakan 

kenyamanan dan kebahagiaan.
2
 

Agar terwujudnya keluarga yang sakînah, mawaddah dan rahmah pihak 

suami istri harus saling memenuhi kewajibannya. Adapun kewajiban suami salah 

satunya adalah  bersifat materi yang disebut dengan nafkah.
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Seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang  dimilikinya 

menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau diberikan untuk  kepentingan 

orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan,  nafkah mengandung 

arti sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya ataupun 

keluarganya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan 

demikian, nafkah istri berarti pemberian  yang harus dilakukan oleh suami 

terhadap istrinya dalam masa perkawinannya. 

Namun dalam perjalanannya kehidupan berumahtangga seringkali diterpa 

prahara dan masalah. Ketika rumah tangga sudah sulit untuk dibina dan sudah 

tidak ada harapan untuk rukun, maka baik pihak isteri maupun suami telah 

diberikan peluang yang sama dimata hukum untuk memutuskan hubungan 

perkawinan tersebut. Untuk mencegah perceraian yang semena-mena, maka 

hukum telah mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang 

pengadilan setelah telebih dahulu upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak 

tidak berhasil.Ketika perkara perceraian diajukan oleh pihak suami maka hukum 

mengartikulasikannya dengan sebutan cerai talak dan manakala pihak istri yang 

mengajukan perkara perceraian hukum mengartikulasikannya dengan cerai 

gugat.
4
 Karena antara suami dan isteri sama dimata hukum dan mempunyai 

prakarsa secara bebas untuk dapat menjaga keberlangsungan rumah tangganya 

ataukah tidak dengan alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum. 
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Kompilasi Hukum Islam pasal 113 dan UU No 1 Tahun  1974 pasal 38 

telah ditegaskan bahwa putusnya suatu ikatan perkawinan dapat disebabkan  oleh 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Kematian 

2. Perceraian 

3. Atas putusan pengadilan 

Apapun yang menjadi sebab terjadinya perceraian telah melahirkan 

akibat hukum bagi janda atau duda terhadap mantan pasangannya. 

Mengenai perceraian ini ulama fikih telah membuat banyak sekali  

macam dan bentuk sesuai dengan kriteria keadaan terjadinya perceraian, cara  

mengucapkan talak dan juga dari sisi hak suami untuk rujuk terhadap mantan 

isterinya atau tidak. Begitu pula halnya dalam Kompilasi Hukum Islam. 

Beberapa  pasal yang terkait dengan hal ini diantaranya adalah pasal 117 

sampai dengan pasal 122: 

Pasal 117 

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi 

salah satu sebabputusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 129, 130, dan 131. 

Pasal 118 

Talak Raj`i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama 

isteri dalam masa iddah. 

Pasal 119 
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1. Talak Ba`in Shughrâ adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad 

nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam iddah. 

2. Talak Ba`in Shughrâ sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah : 

a. Talak yang terjadi qabla al dukhul; 

b. Talak dengan tebusan atau khuluk; 

c. Talak yang dijatuhkan di Pengadilan Agama. 

Pasal 120 

Talak Ba`in Kubrâ adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis 

ini tidak dapat dirujukdan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila 

pernikahan itu dilakukan setelah mantan isteri,menikah degan orang lain dan 

kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan habis masa iddahnya. 

Pasal 121 

Talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap 

isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. 

Pasal 122 

Talak bid`I adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu 

isteri dalam keadaanhaid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri 

pada waktu suci tersebut. 

Semua bentuk dan macam perceraian tersebut mempunyai  

konsekwensi hukum tersendiri, terkait dengan hak nafkah bagi mantan isteri 

yang mengakibatkan timbulnya masa iddah bagi mantan isteri sehingga 

mantan suami wajib memberikan nafkah selama sang isteri menjalani masa 

iddah tersebut.
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Persoalan terjadinya talak karena diajukan oleh suami maka ulama  

seluruhnya sepakat bahwa mantan suami berkewajiban untuk memberikan 

mut’ah, maskan,  nafkah  dan kiswah, sebagaimana firman Allah swt: 

                    

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh 

suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi 

orang-orang yang bertakwa”.(QS Al-Baqarah: 241) 

 

                       

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu 

dengan cara makruf”. (QS Al-Baqarah: 233) 

  

Pada kedua ayat diatas terdapat kata-kata “ma’ruf” dan bisa 

disimpulkan bahwa konsep ma’ruf adalah memberikan hak-hak perempuan 

yang menjadi tanggungan suami, yaitu hendaklah mempergauli dengan cara 

yang baik. Pengertian Ma’ruf, ialah menunaikan hak-hak istrinya, seperti 

memberinya mahar, memberikan nafkah dengan sepantasnya, memperlakukan 

dengan adil jika suami melakukan poligami, dan jangan menunjukan yang 

tidak manis dihadapan istrinya, kecuali jika istrinya itu melakukan kesalahan.
6
 

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 telah diuraikan bahwa 

akibat terjadinya talak maka mantan suami wajib: 
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a. Memberikan mut’ah yang layak kepada mantan isterinya, baik 

berupa uang atau benda kecuali mantan isteri tersebut qobla al 

dukhul 

b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah, kepada mantan isteri 

selama dalam iddah, kecuali  mantan  isteri  telah dijatuhi talak 

ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. 

c. Melunasi  mahar  yang  masih  terutang  seluruhnya  dan  separuh  

apabila  qobla al dukhul . 

d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum 

mencapai umur 21 tahun 

Atas kewajibannya itu Mantan suami berhak untuk melakukan rujuk 

kepada mantan isterinya yang masih dalam masa ‘iddah (pasal 150 KHI) dan 

selama masa ‘iddah mantan isteri wajib untuk  menjaga dirinya dan tidak 

menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain (pasal 151 KHI).   

Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untu memberikan 

biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan 

isteri.Sedangkan UU perkawinan pasal 41 poin c mengatur akibat perceraian  

Terdapat beberapa perbedaan pendapat dikalangan Ulama Mazhab 

mengenai kadar dalam pemberian nafkah seorang suami kepada istrinya 

antara lain: 
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Pertama, Imam Ahmad Kadar nafkah suami untuk istri tergantung 

kepada keadaan lapang atau tidaknya suami, sebagai mana yang disebut dalam 

surat Al-talaq ayat 7: (Hendaklah orang yang mempunyai keluasan rizki 

memberi nafkah menurut kemampuannya) dan dilihat juga keadaan 

perempuan. Sebagaimana Hadits Nabi kepada Hindun. “Ambilah secukupnya 

untukmu dan anakmu dengan cara yang baik.” Jika perempuan itu dari 

kalangan yang lebih mampu dibandingkan suaminya, maka ia berhak 

mendapatkan roti (makanan pokok) yang terbaik kualitasnya ditempat nya, 

demikian juga lauknya . Jika perempuan tersebut lebih miskin tidak apa-apa 

mendapatkan roti (makanan pokok) yang lebih rendah kualitasnya sesuai adat 

keduanya. Jika perempuan tersebut dari kalangan menengah atau salah 

satunya kaya atau miskin maka nafkahnya sesuai adat mereka masing-masing. 

Adapun pakaiannya maka ia wajib mendapatkan pakaian.  

Jika perempuan dari kalangan yang lebih mampu maka baginya 

pakaian dengan kualitas yang terbaik seperti terbuat dari sutra yang terbaik, 

wol, kapas, linen. Jika dari kalangan miskin maka cukup baginya pakaian 

yang terbuat dari kapas dan linen yang kasar. Jika dari kalangan menengah 

atau salah satunya kaya ataupun miskin maka diukur sesuai adat pakaian 

mereka sebagai mana dalam hal dalam nafkah. Istri juga wajib mendapatkan 

tempat tinggal, karena istri butuh tempat untuk pulang, menjaganya dari 
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penglihatan orang-orang. Standar tempat tinggal diukur sebagaimana adat 

keduanya yaitu sebagaimana dalam hal nafkah.
7
 

Kedua, menurut Imam Abu Hanifah: wajib bagi suami memenuhi 

kebutuhan istri dengan pantas disetiap bulannya, karena nafkah diharuskan 

memenuhi kebutuhan. Kewajibannya terukur sesuai dengan kebiasaan 

kebutuhan istri. Yang dianggap patut adalah lebih dari cukup akan tetapi tidak 

berlebih-lebihan.
8
Ketiga, Imam Malik mengatakan, Makanan pokok, yang 

kadarnya disesuaikan dengan kondisi finansial suami dan kondisi fianasial 

istri, serta status kehormatannya, dan juga keadaan negara. 
9
 

Keempat, Imam syafi’i berkata : dan nafkah itu terdapat dua macam: 

nafkah ketika lapang dan nafkah ketika sempit rezekinya yaitu seorang yang 

faqir dan nafkah yang paling sedikit yang harus dikeluarkan oleh seorang 

suami yang sempit rezekinya adalah yang sesuai dengan adat negaranya, 

walaupun yang ma’ruf namun mayoritas adalah dilayani kebutuhannya, 

pembantu untuknya, dan tidak lebih dari itu. Paling sedikit dari apa yang dia 

berikan kepadanya dan melayaninya apa yang tidak dilakukan seseorang yang 

lebih sedikit darinya, yaitu 1 mud dengan ukuran mudnya Nabi setiap hari 

dari makanan yang dia makan di negaranya baik itu gandum, jagung, nasi, 
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atau jenis gandum (jenis makanan), dan untuk pembantunya juga sama seperti 

itu, lauk yang sesuai dengan negaranya, baik itu minyak, lemak secukupnya 

kira-kira 30 mud dalam waktu sebulan,
10

 

 Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Angka 4 menyatakan sesuai 

dengan penghasilannya suami menanggung : 

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; 

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi 

isteri dan anak; 

c. Biaya pendidikan bagi anak 

Berdasarkan pasal 80 di atas dapat dipahami bahwa standar jumlah 

nafkah itu disesuaikan dengan penghasilan suami. 

Berdasarkan Observasi awal di Pengadilan Agama Sungai 

Penuhpenulis menemukan beberapa Perkara mengenai talak dengan 

pembebanan nafkah mantan istri yang tidak sesuai dengan ketentan KHI. 

Diantaranya adalah Perkara nomor: 183/Pdt.G/2016/PA.Spn dengan Putusan 

Membebani tergugat Membayar membayar nafkah madhiyah Rp. 

500.000/bulan, nafkah Iddah Rp. 3.000.000, Nafkah Mut’ah Rp. 1.000.000. 

hasil wawancara penulis dengan pemohon bahwa pemohon hanya seorang 

tukang bengkel biasa namun total yang harus dibayarkan saat ikrar talak 

                                                           

10
 Al-Imam Asy-Syafii Al-Umm, (Darul Hadits Cairo Cet. 1 Thn. 1429), jilid 5 h.. 95 
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adalah Rp. 9.500.000 yang tentu sangat memberatkan bagi pemohon yang 

hanya seorang tukang bengkel yang penghasilannya Rata-rata 700.000 s.d 

1.000.000 sedangkan perkara nomor: 26/Pdt.G/2016/PA.Spn dengan Putusan 

Membebani tergugat Membayar nafkah madhiyah Rp. 6.000.000 12 bulan, 

nafkah Iddah Rp. 2.250.000, Mut’ahRp. 2.500.000.dengan total yang harus 

dibayar pemohon saat ikrar talak Rp. 10.750.000 sedangkan pada perkara ini 

pemohon adalah seorang PNS yang setiap bulannya memiliki gaji rata-rata 

Rp. 3.000.000/ perbulan namun hakim membebani Nafkah Hanya Rp. 

500.000/bulan.Dari putusan hakim tersebut penulis melihat hakim 

menentukan nafkah mantan Istri tidak sesuai dengan ketentuan KHI yang 

mana KHI menentukan bahwa Nafkah tersebut sesuai dengan Kemampuan 

Suami. 

Dengan demikian penulis tetarik melakukan penelitian serta 

membahasnya melalui tesis dengan judul PENETAPAN JUMLAH NAFKAH 

MANTAN ISTRI  DALAM MASA IDDAH DI PENGADILAN AGAMA 

SUNGAI PENUH DITINJAU DARI KHI. 

 

B. Rumusan dan Pembatasan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang telah penulis kemukakan di atas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Kenapa hakim di 
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Pengadilan Agama Sungai Penuh menetapkan jumlah nafkah mantan istri tidak 

sesuai dengan Ketentuan KHI. 

 

2. Pembatasan Masalah 

Agar lebih terarah dan lebih fokusnya pembahasan tesis ini, maka penulis 

membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu: 

a. Bagaimana mekanisme penetapan jumlah nafkah mantan istri oleh Hakim 

Pengadilan Agama Sungai Penuh? 

b. Apa standar penetapan jumlah nafkah mantan istri oleh Hakim Pengadilan 

Agama Sungai Penuh? 

c. Apa Faktor yang menyebabkan hakim di Pengadilan Agama Sungai Penuh 

menetapkan jumlah nafkah Mantan istri dalam masa iddah tidak sesuai dengan 

Ketentuan KHI? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui mekanisme penetapan jumlah hak nafkah mantan istri 

oleh Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh. 

b. Untuk mengetahui standar penetapan jumlah nafkah mantan istri oleh 

Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh. 

c. Untuk menganalisa faktor yang menyebabkan hakim di Pengadilan Agama 

Sungai Penuh menetapkan jumlah nafkah mantan istri dalam masa iddah 

tidak sesuai dengan Ketentuan KHI. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memeperoleh gelar 

Magister Hukum pada jurusan Hukum Keluarga di UIN Imam Bonjol 

Padang 

b. Kegunaan  hasil  penelitian  ini  dari segi  teoritis,  diharapkan  dapat  

berguna untuk dijadikan bahan acuan penelitian  berikutnya, kemudian  

untuk menambah wawasan masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat 

mengenai standarisasi nafkah terhadap istri. 

c. Sebagai sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wacana 

yang bersifat ilmiah, yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara 

umum, dan peneliti khususnya. 

d. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi hakim dalam 

menetapkan standar nafkah. 

D. Definisi Operasional 

Untuk memberikan gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman 

yang berbeda dengan maksud penulis, maka penulis menjelaskan beberapa poin 

penting dalam judul penelitian penulis ini, yaitu: 

Agar dalam penelitian ini dapat dipahami dan tidak menimbulkan 

keraguan  yang  berkaitan dengan judul tersebut, maka perlu dijelaskan definisi 

operasional dalam penelitian ini. 
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Penetapan: proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, pelaksanaan 

kewajiban.
11

  maksud penulis adalah penetapan nafkah yang ditetapkan oleh 

hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh terhadap istri yang ditalak dalam 

perspektif hukum Islam. 

Nafkah: belanja untuk keperluan makan yang mencakup Sembilan bahan 

pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, 

pangan, dan papan.
12

  penulis maksud kebutuhan istri yang ditalak. 

Mantan Istri: sesuatu yang sudah pernah dipakai dan ditinggalkan; 

mantan; sesuatu yg tertinggal.
13

  maksud mantan istri adalah  perempuan yang 

pernah menjadi pendamping/ istri yang sah menurut hukum dan telah bercerai. 

Masa Iddah: adalah masa menunggu atau tenggang waktu sesudah talak, 

dalam waktu dimana suami boleh merujuk kembali istrinya. Sehingga pada masa 

iddah ini si istri belum boleh melangsungkan perkawinan baru dengan laki-laki 

lain.
14

 

Putusan Pengadilan Agama: Putusan yang ditetapkan oleh majlis yang 

Merupakan salah satu lembaga peradilan yang menyelesaikan persoalan umat 
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Kamus Pusat Bahasa,  Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),  h. 1514 
12

 Amir Syarifuddin,  Hukum Perkawinan,  Op.cit, h.166 
13

Kamus Pusat Bahasa, Op.cit, h. 159 
14

 Soemiyati, Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogjakarta: 

Liberty Yogjakarta,1997),  h. 120 
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Islam.
15

 Yang penulis maksud adalah putusan hakim tentang jumlah nafkah yang 

dibebankan kepada suami karena istri yang ditalak di Pengadilan Agama Sungai 

Penuh 

E. Penelitian yang Relevan 

Sejauh penelusuran yang penulis lakukan terdapat beberapa karya ilmiah 

yang membahas tentang nafkah. Di antara karya ilmiah tersebut yang paling 

relevan dengan pembahasan penulis adalah: 

Tesis Aulil Amri Nim 088142106  Mahasiswa Pascasarjana IAIN Imam 

Bonjol Padang dengan Judul: “Penerapan Ex Officio dalam memutuskan 

perkara Nafkah Mut’ah Di Pengadilan Agama Bukittinggi” penelitian ini lebih 

mempersoalkan alasan hakim menerapkan Ex Officio dalam memutuskan perkara 

nafkah Mut’ah di Pengadilan Agama Bukittinggi dan bagaimana tinjauan fikik 

terhadap putusan perkara tentang pemberian mut’ah bagi isteri yang diceraikan
16

 

Adapun hasil kesimpulan pada penelitian ini adalah alasan hakim 

menerapkan ex officio sudah tepat karena sesuai dengan aturan yang berlaku 

hanya saja hakim tidak memasukan KMA/032SK/IV/2006 tentang pemberlakuan 

buku II pedoman pelaksanan tugas dan administrasi Peradilan Agama. 

Tesis Sulhani Nim 088142118 Mahasiswa Pascasarjana IAIN Imam 

Bonjol Padang dengan Judul “Perbedaan Putusan Hakim dalam memutuskan 
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 Cik Hasan Basri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 

,1998), cet 2, h. 6 
16

Aulil Amri, Penerapan Ex Officio dalam memutuskan perkara Nafkah Mut’ah Di 

Pengadilan Bukittinggi,  (Tesis Mahasiswa Pascasarjana IAIN Imam Bonjol), 2017, h. 106 
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Mut’ah pada perkara cerai talak (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan 

gama Muaro Bungo)” penelitian ini lebih mempersoalkan dasar pertimbangan 

dalam memutuskan nafkah mut’ah di Pengadilan Agama Muaro Bungo.
17

 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam kasus ini tidak adanya 

gugatan rekonvensi atau gugat balik dari termohon sehingga hakim memutuskan 

memberikan nafkah dengan alasan sebagai bentuk keadilan bagi termohon karena 

termohon sudah melakukan tamkin dan tidak nusyuz dan tidak menginginkan 

perceraiannya. 

Riki Fernanda Nim C51207046 mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya 

dengan Judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Jama’ah 

Tablig Kepada Keluarga  yang Ditinggal Khuruj di Kelurahan Pondok Ranji 

Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan” isi bahasannya mengenai 

ketentuan pemenuhan nafkah Jama’ah Tablig terhadap anggota keluarga yang 

ditinggal khuruj baik  keluarganya  tersebut  sepaham  atau  tidak  dengan  

suaminya. Tinjauan hukum  Islam  terhadap  pemenuhan  nafkah anggota Jamaah 

Tablig kepada anggota keluarga  yang  ditinggal pergi khuruj serta tinjauan  

hukum Islam terhadap kondisi keluarga yang ditinggal khuruj.
18
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2017, h. 115 
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Tangerang Selatan,  (Skripsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya),  h. 2011, h. 77 
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pemenuhan nafkah Jama’ah Tablig kepada keluarga yang ditinggal khuruj 

dengan meninggalkan tafakud. Tafakud diputuskan berdasarkan hasil 

musyawarah bersama pihak keluarga antara suami dan istri untuk menentukan 

berapa jumlah nilai nafkah yang ditinggalkan saat khuruj untuk keluarganya 

selama ia pergi. Ketentuan besarnya nafkah ini ditentukan oleh suami istri yang 

diperoleh dengan musyawarah bersama dan didasari atas kebiasaan setiap 

harinya. Apabila sehari 15 ribu dengan pergi khuruj 40 hari maka 15 ribu dikali 

40 berarti nafkah yang ditinggalkan 600 ribu, begitu juga jika 3 hari atau 4 bulan 

maka dikalikan sesuai kebiasaan setiap harinya. Biaya yang ditinggalkan ini juga 

digunakan untuk keperluan. 

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa belum ada studi yang 

secara  spesifik dan mendalam  tentang penetapan jumlah nafkah mantan istri  

dalam masa iddah di Pengadilan Agama Sungai Penuh ditinjau dari KHI. 

F. Metode Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan ini termasuk penelitian pustaka oleh 

karena itu data yang dikumpulkan merupakan data langsung dari dokumen-

dokumen sebagai obyek penelitian yang bersumber dari putusan serta pandangan 

Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh. Adapun penulisan tesis ini 

menggunakan metode pembahasan sebagai berikut: 

1. Lokasi Penelitian 
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Adapun lokasi yang digunakan penelitian penulis adalah Pengadilan Agama 

Sungai Penuh. 

2. Data yang dikumpulkan 

Data yang dihimpun adalah data tentang : 

a. Data yang terkait tentang putusan hakim Pengadilan Agama Sungai 

Penuhtentang Penetapan Nafkah Iddah 

b. Data yang terkait dasar hukum hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh 

tentang Penetapan Nafkah Iddah. 

3. Sumber Data 

Sumber data adalah tempat di mana untuk mendapatkan data, dalam penelitian 

lapangan terdapat dua jenis sumber data yaitu: 

a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari 

objek penelitian oleh orang yang melakukan penelitian.
19

 Pada 

penelitiankali ini, sumber data primernya adalah para Hakim Pengadilan 

Agama Sungai Penuh dan dan pihak yang berpekara 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen, catatan-catatan 

atautulisan yang berhubungan dengan masalah nafkah iddah seperti: 

1) Buku-Buku dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini 

2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

3) Kompilasi Hukum Islam. 
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4) Yurisprudensi Mahkamah Agung  

4. Teknik pengumpulan data 

  Untuk memperoleh data tersebut digunakan teknik sebagai berikut: 

a. Wawancara (Interview)
20

yaitu teknik memperoleh data dengan Tanya 

jawab langsung secara lisan. Adapun dalam penelitian ini dengan hakim-

hakim Pengadialan Agama Sungai Penuh. Wawancara ini dilakukan 

dengan pokok pertanyaan yang telah disiapkan kemudian dilanjutkan 

dengan variasi wawancara guna memperoleh data yang diperlukan. 

b. Dokumentasi, yaitu suatu cara untuk memperoleh data dari buku-

buku,catatan-catatan, ataupun dokumen yang berhubungan dengan 

penelitian. dalam hal ini yaitu nafkah iddah 

5. Teknik Pengolahan Data 

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan 

tahapansebagai berikut:. 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh 

denganmemilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang 

meliputikesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, 

kejelasanserta relevansinya dengan permasalahan.
21

 

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupasehingga 

dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusanmasalah. 
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6. Teknik Analisis Data 

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan 

maupun dokumenter, tahap berikutnya adalah tahap analisis. Seperti halnya 

teknik pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting 

dalam penelitian, karena dengan menganalisis, data dapat diberi arti dan 

makna yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan 

menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. 

Penelitian ini sesuai dengan arah studi yang dipilih maka teknik 

analisis data yang digunakan adalah metode Penelitian deskriptif kualitatif 

merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis 

penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan 

keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa 

yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data 

yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan 

yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau 

lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada 

serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi 

 

  

 


